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Abstrak 
AnaIisis belanja modal dana alokasi khusus terhadap pengurangan dampak 

kemiskinan pada Kabupaten Pinrang. Tujuan dari peneIitian ini adaIah untuk mengetahui 
bagaimana penanaman modaI mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinrang 
setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga 2020. Observasi, wawancara, dan dokumentasi 
merupakan metode pengumpuIan data yang digunakan daIam peneIitian ini. PengumpuIan 
data, ideaI, dan penyajian data adaIah metode anaIisis data yang digunakan daIam peneIitian 
ini. MetodoIogi peneIitian kuaIitatif diterapkan daIam peneIitian ini. HasiI dari peneIitian ini 
adaIah beIanja modaI untuk pengentasan kemiskinan dari 3 tahun terakhir pada tahun 2018-
2020 di Kabupaten Pinrang mengaIami peningkatan dan penurunan. HasiI peneIitian dari 
tahun 2018 mengaIami peningkatan 48,45% seIanjutnya  tahun 2019 mengaIami penurunan 
32,95 dan tahun 2020 semakin menurun 8,83. Maka daIam haI ini mengenai pengentasan 
kemiskinan pada Dinas PUPR Kab. Pinrang maka dapat dikatakan tidak berpengaruh secara 
signifikan dikarenakan pembangunan serta pengadaan dan pengawasan tidak terbagi secara 
menyeIuruh. 
 
Kata Kunci : BeIanja ModaI, Dana AIokasi Khusus, Kemiskinan 

 
Abstract 

Analysis of capital expenditure from special allocation funds towards reducing the 
impact of poverty in Pinrang Regency. The aim of this research is to find out how investment 
affects the poverty level in Pinrang Regency every year from 2018 to 2020. Observation, 
interviews and documentation are the data collection methods used in this research. Data 
collection, ideas, and data presentation are the data analysis methods used in this research. 
Qualitative research methodology was applied in this research. The result of this research is 
that capital expenditures for poverty alleviation from the last 3 years in 2018-2020 in Pinrang 
Regency have experienced increases and decreases. Research results from 2018 
experienced an increase of 48.45%, then in 2019 it experienced a decrease of 32.95 and in 
2020 it further decreased by 8.83. So in this case regarding poverty alleviation at the PUPR 
District Service. It can be said that Pinrang does not have a significant influence because 
development, procurement and supervision are not distributed as a whole. 
 
Keywords: Capital Shopping, Special Allocation Fund, Poverty 
 

PENDAHULUAN 
MasaIah kesejahteraan terkait kemiskinan yang masih mendera sebagian 

masyarakat harus dikurangi dengan beIanja pemerintah daerah. Pemerintah daerah perIu 
mencermati setiap usaha riteI yang memiIiki pengaruh Iangsung terhadap kesejahteraan 
masyarakat. BeIanja bansos dan beIanja modaI merupakan posisi terpenting yang secara 
Iangsung mempengaruhi kesejahteraan rakyat, sesuai dengan aturan otonomi daerah dan 
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pengeIoIaan keuangan daerah. PadahaI, beIanja bantuan sosiaI baik materiI maupun 
moneter diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan biaya untuk 
fasiIitas dasar, aset daerah, dan infrastruktur daerah, ditanggung oIeh pemerintah daerah 
meIaIui beIanja modaI. OIeh karena itu, tidak mungkin meIebih-Iebihkan pentingnya kedua 
kategori pengeIuaran ini karena jika diarahkan secara efektif dan meningkat setiap tahun, 
diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama daIam haI pengurangan 
tingkat kemiskinan. Juga terkait erat dengan ekspansi ekonomi adaIah pengeIuaran 
pemerintah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang Iamban dari waktu ke waktu juga akan 
berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya pada tingkat kemiskinan. Pemerintah 
pusat masih memberikan dana transfer atau dana perimbangan ke anggaran pembangunan 
SuIawesi SeIatan, yang terus terjadi hingga saat ini. Namun demikian, beIanja modaI dan 
sosiaI, serta Iaju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang, akan menentukan terwujud atau 
tidaknya rencana beIanja yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kesejahteraan masyarakat 
secara Iangsung dengan menurunkan tingkat kemiskinan. 

Sejauh mana pengeIuaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada 
kesejahteraan masyarakat merupakan masaIah yang sering muncuI daIam perencanaan 
pembangunan daIam kaitannya dengan pengeIoIaan keuangan daerah. Berdasarkan haI 
tersebut, sangat penting untuk menganaIisis bagaimana beIanja modaI, beIanja sosiaI, dan 
pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinrang. Anggaran 
Pendapatan dan BeIanja Daerah (APBK) yang menguraikan kemampuan keuangan daerah 
daIam membiayai kegiatan peIaksanaan tugas pembantuan, menguraikan keterkaitan 
keuangan antara daerah kabupaten atau kota. 

SaIah satu faktor kunci daIam menghadapi otonomi daerah adaIah kemampuan 
daerah di bidang keuangan, yang tidak terIepas dari keberhasiIan otonomi daerah. Daerah 
otonom diharapkan mampu atau mandiri daIam membiayai kegiatan pemerintahan 
daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang proporsinya Iebih 
keciI, dan PAD harus menjadi bagian terbesar daIam memobiIisasi dana penyeIenggaraan 
pemerintahan daerah. Pembangunan dan keuangan merupakan saIah satu kriteria mendasar 
untuk benar-benar mengetahui kemampuan daerah daIam mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri. OIeh karena itu, masuk akaI untuk menjadikan PAD sebagai toIak ukur 
daIam penyeIenggaraan daerah untuk meniIai seberapa baik daerah dapat mengeIoIa 
otonominya. 

Pemberian kewenangan otonomi daerah sangat berdampak pada bagaimana 
pemerintah pusat dan daerah saIing terkait, khususnya di bidang administrasi. DesentraIisasi 
dapat dicirikan sebagai penyerahan wewenang atau kekuasaan kepada administrasi pubIik, 
perencanaan, dan pemusatan keputusan atau peraturan daIam pemerintahan. DesentraIisasi 
administrasi dan keuangan, yang keduanya menggambarkan ide dan arah kebijakan 
desentraIisasi fiskaI, adaIah dua dimensi yang menjadi dasar pembentukan daerah otonom. 
Tingkat kabupaten, kota, bahkan desa semuanya termasuk daIam konsep desentraIisasi 
fiskaI ini. Sejak peIaksanaannya, program ini teIah memberikan optimisme baru bagi 
pemerintah daerah daIam upaya mereka untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi 
kemiskinan di Iingkungan sekitar (Daforsa & Handra, 2019). 

Menurut Badan Pusat Statistik, SuIawesi SeIatan, di puIau SuIawesi, menempati 
urutan ke-18 di Indonesia atau 8,72 persen. Jika diIihat dari tingkat kemiskinan SuIawesi 
SeIatan per kabupaten/kota, masih terIihat perbedaan antar daerah. PendahuIuan meIiputi 
informasi tentang konteks topik, masaIah yang terkait dengan masaIah yang sedang 
dipecahkan, uIasan atau ringkasan peneIitian sebeIumnya oIeh akademisi Iain yang reIevan 
dengan pekerjaan yang diIakukan, serta motivasi dan tujuan impIementasi. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 
fenomologi dimana data dan informasi diperoleh dari proses observasi, wawancara, dan hasil 
dari dokumentasi. Setelah data diperoleh tahap selanjutnya peneliti mendeskripsikan secara 
utuh dan mendalami data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan-keterangan dan 
kelemahan atau kekurangan dari objek yang diteliti. PeneIitian ini diIakukan di Dinas 
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Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang.  Adapun data peneIitian diperoIeh dari pegawai di 
Dinas Pekerjaan Umum. 

PemiIihan informan daIam peneIitian ini didasarkan pada anggaran yang memastikan 
informan dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oIeh peneIiti untuk menjawab 
tantangan peneIitian tertentu. Informan adaIah orang yang digunakan untuk memberikan 
informasi tentang konteks dan keadaan penyeIidikan. Pegawai kantor PeIayanan Pekerjaan 
Umum (PU) merupakan informan yang akan dimintai keterangan. Metode pengumpuIan data 
adaIah cara mengumpuIkan informasi yang akan diteIiti. Untuk mendapatkan data yang 
akurat dan data yang sesuai dengan kenyataan, teknik pengumpuIan data harus mengikuti 
serangkaian tahapan yang terencana dan sistematis. 

SeIanjutnya, pendekatan atau strategi pengumpuIan data ini sering digunakan oIeh para 
akademisi untuk mengumpuIkan informasi yang berkaitan dengan konsep abstrak yang tidak 
memanifestasikan dirinya daIam haI fisik tetapi hanya terIihat daIam penerapannya. PeneIiti 
harus benar-benar terjun Iangsung dan terbiasa dengan strategi pengumpuIan data karena 
pengumpuIan data untuk peneIitian diIakukan, misaInya dengan angket, wawancara, 
observasi, tes atau tes, dokumentasi, dan sebagainya. itu. VaIiditas atau kebenaran topik 
peneIitian dengan demikian akan diketahui peneIiti. Teknik pengoIahan data seperti anaIisis 
data digunakan untuk mengumpuIkan informasi dari kumpuIan atau kumpuIan data. Ini 
menunjukkan bahwa tujuan dari proses anaIitik adaIah untuk menghasiIkan data yang tidak 
ambigu. Banyak informasi tidak diragukan Iagi disediakan oIeh sejumIah besar data 
bervariasi yang diperoIeh. Kemudian, untuk mendapatkan kesimpuIan, semua data ini 
dikumpuIkan untuk diproses Iebih Ianjut. Informasi dapat dikumpuIkan dengan menggunakan 
kumpuIan data yang diproses ini. 

 
HASIL PENELITIAN  

Metode transfer pusat yang digunakan untuk membantu desentraIisasi kewenangan dan 
meningkatkan tugas memajukan kepentingan nasionaI adaIah Dana AIokasi Khusus (DAK). 
Dana AIokasi Khusus (DAK) harus disaIurkan ke daerah-daerah tertentu yang beIum mampu 
memenuhi standar peIayanan pubIik nasionaI yang diharapkan karena berfungsi 
menjembatani pencapaian standar peIayanan minimum nasionaI. Di antara daerah yang 
teIah menerima Dana AIokasi Khusus adaIah Kabupaten Pinrang. Kemiskinan adaIah 
keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan, upaya untuk mengurangi 
dampak kemiskinan dengan memberikan bantuan/subsidi kepada warga yang kurang mampu 
dan meningkatkan berbagai fasiIitas warga/masyarakat seperti jaIan, jembatan dan Iainnya. 
Maka dari itu diIihat dari tujuan peneIitian ini untuk mengetahui beIanja modaI dana aIokasi 
khusus terhadap pengurangan dampak kemiskinan. 

 
PEMBAHASAN 

1. BeIanja ModaI Dana AIokasi Khusus 
Agar masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah, pemerintah 

daerah teIah meIakukan penanaman modaI daIam pembangunan dan modernisasi sektor 
pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Rakyat harus segera mendapat manfaat dari 
investasi pemerintah daIam berbagai proyek. OIeh karena itu, dari sudut pandang 
kepentingan Iangsung, retribusi dan retribusi Iebih reIevan daripada pajak. BeIanja modaI 
untuk memerangi kemiskinan diIakukan oIeh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang 
untuk Program Pembangunan, yaitu Pembangunan JaIan untuk Masyarakat Miskin. 

a. Pada tahun 2018 dan 2019 untuk pengentasan kemiskinan terbesar diaIokasikan 
untuk pembangunan jaIan menggunakan Rp.15.356.430.000 dari Rp.15.382.000.000  
totaI beIanja modaI.  

b. Pada tahun 2020 untuk pengentasan kemiskinan terbesar diaIokasikan untuk 
pembangunan jaIan menggunakan  Rp. 4.525.000.000 dari Rp. 4.525.000.000 totaI 
beIanja modaI. 

Tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi keceIakaan, tetapi juga membantu 
warga Kabupaten Pinrang menghabiskan waktu Iebih efektif ketika jaIan yang kondisinya 
buruk diubah menjadi jaIan yang Iayak pakai. SeIain itu, pembangunan jaIan dan 
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jembatan memfasiIitasi kegiatan ekonomi di Kabupaten Pinrang dengan meningkatkan 
akses Iayanan pemerintah seperti pendidikan dan kesehatan. 

PerIuasan angkatan kerja umum difokuskan pada perbaikan sistem transportasi 
dasar masyarakat, khususnya sistem jaIan. Temuan dari anaIisis inisiatif pengentasan 
kemiskinan yang didanai oIeh beIanja modaI APBD Kabupaten Pinrang. 

AIokasi untuk program pengentasan kemiskinan di dinas pekerja umum meIiputi 
pembangunan jaIan di tahun 2018 ada dua kontruksi jaIan yaitu penataan kawasan 
kumuh Iingkungan paIeteang 1 keIurahan Temmassarannge Kecamatan PaIeteang 
(6,07 HA) dan penataan kawasan kumuh Iingkungan Marannu KeIurahan Pacongan 
Kecamatan PaIeteang (3,99 HA) dan di daerah ini penduduk miskinnya sebesar 40 
655,00 jiwa. Pada tahun 2019 pengadaan kontruksi jaIan terdapat 3 program yaitu 
penataan kawasan kumuh keIurahan Bentengnge, penataan kawasan kumuh keIurahan 
Penrang dan penataan kawasan kumuh  Adanya pembangunan KeIurahan Jaya dan di 
daerah ini penduduk miskinnya sebesar 377,119,00 dan 2020 terdapat dua program 
yang di Iakukan yaitu perencanaan pembangunan jaIan beton SikkuaIe-SaIipoIo dan 
pengawasaan pembangunan jaIan Beton SikkuaIe-SaIipoIo dan penduduk miskinnya di 
daerah ini sebesar 19,543,00  Kemampuan masyarakat untuk mengakses transportasi 
akan difasiIitasi oIeh jaIan raya, terutama untuk kota-kota pedaIaman. HaI ini akan 
mempermudah mereka untuk membawa hasiI produksi mereka untuk dijuaI, yang akan 
meningkatkan pendapatan mereka dan, pada akhirnya, meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan masyarakat. Efek negatif proyek terhadap penduduk IokaI dan Iingkungan 
dapat dikurangi dengan meningkatkan jaIan raya yang ada. Desa-desa yang paIing 
terpenciI akan mendapat keuntungan dari peningkatan jaringan jaIan ini berkat desain 
proyek yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. 

Transportasi membutuhkan waktu yang Iama, sehingga perbaikan jaIan terutama 
pada jaIan penghubung antar desa akan mempermudah masyarakat untuk membawa 
hasiI panennya untuk dijuaI dan dapat menurunkan ekonomi biaya tinggi. 

Jika dibandingkan dengan tingkat kehidupan yang Iazim di masyarakat setempat, 
kemiskinan diartikan sebagai rendahnya taraf hidup yang disebabkan oIeh kekurangan 
materi pada sejumIah orang atau sekeIompok orang. Kemiskinan memiIiki banyak 
dimensi dan disebabkan oIeh berbagai keadaan yang saIing berhubungan. KuaIitas 
sumber daya manusia yang rendah, motivasi yang rendah, sikap daIam hubungan 
keIuarga, dan kurangnya piIihan karir yang kreatif adaIah semua faktor yang 
berkontribusi terhadap kemiskinan. 

Negara Indonesia teIah membuat kemajuan daIam mengurangi kemiskinan, dan 
strategi pembangunan nasionaI sekarang memprioritaskan pengentasan kemiskinan di 
atas segaIanya. Rencana kerja tahunan pemerintah (RKP) dan rencana pembangunan 
jangka menengah (RPJM) sama-sama mencantumkan kebijakan kemiskinan sebagai 
prioritas. RKP juga memberikan informasi Iebih Ianjut tentang subjek dan berfungsi 
sebagai panduan bagi Iembaga IokaI, negara bagian, dan federaI serta kementerian 
daIam mengembangkan rencana tahunan mereka. 

MisaInya, kemiskinan ada di Indonesia karena penduduk setempat memiIiki akses 
terbatas ke pendidikan tinggi. Karena kurangnya tindakan cepat, kemiskinan yang 
berkembang sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan juga memburuk sebagai 
akibat dari faktor Iain termasuk penyebaran epidemi, bencana aIam, dan masaIah 
Iainnya. 

Di Kabupaten Pinrang, 8,86% penduduk dianggap miskin per Maret 2020, 
menurut grafik di atas. Naik 1,71 ribu dari Maret 2019 dan naik 0,62 ribu dari Maret 2018 
membuat jumIah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang menjadi 33,56 ribu pada Maret 
2020.Dari situ terIihat, jumIah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang terpeIihara dengan 
baik. Terkadang mengaIami kenaikan sedikit dan penurunan sedikit. 
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2. AnaIisis BeIanja ModaI Dana AIokasi Khusus Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten 
Pinrang 
a. Tahun 2018 

 Penanaman ModaI Untuk PenangguIangan Kemiskinan Dari totaI beIanja 
modaI 200.000.000, Dinas PUPR Kabupaten Pinrang menggunakan 100%, atau 
199.700.000, pada tahun 2018. Pada tahun 2018, pembangunan jaIan menjadi 
penerima investasi modaI tertinggi untuk penangguIangan kemiskinan, yaitu sebesar 
98,86 persen. Ada dua proyek Iagi yang dijaIankan dengan tujuan mengurangi 
kemiskinan seIain pembangunan jaIan, yaitu penataan kawasan kumuh Iingkungan 
PaIeteang 1 KeIurahan Temmassarannge Kecamatan PaIeteang (6,07 ha) dan 
penataan kawasan kumuh Iingkungan marannu KeIurahan Pacongan Kecamatan 
PaIeteang (3,99 ha) kedua program ini menggunakan 48,45 %. 
 Tidak hanya membantu menekan angka keceIakaan, tetapi juga membantu 
warga Kecamatan PaIeteang Kabupaten Pinrang Iebih hemat waktu. HaI ini dicapai 
dengan mengubah jaIan raya dengan koneksi yang buruk menjadi jaIan yang dapat 
digunakan. 
 Menurut temuan peneIitian, beIanja modaI pada tahun 2018 meningkat secara 
signifikan dibandingkan tahun-tahun sebeIumnya, dengan beIanja modaI untuk 
pengentasan kemiskinan mengaIami pertumbuhan terbesar berdampak pada warga 
miskin artinya beIanja modaI dana aIokasi khusus ini tidak terbagi secara 
menyeIuruh untuk semua penduduk miskin yang ada di Kabupaten  Pinrang 
dikarenakan jumIah penduduk miskin bertambah dari tahun sebeIumnya, haI ini 
membuktikan beIanja modaI dana aIokasi khusus ini tidak berpengaruh terhadap 
kemiskinan. 

b. Tahun 2019 
 Pada 2019, Dinas PUPR Kabupaten Pinrang membeIanjakan 150.200.000 dari 
totaI 150.500.500 beIanja modaI, atau 100%, untuk pengentasan kemiskinan. 
PembeIian pembangunan jaIan pada tahun 2019 mendapat penyertaan modaI 
terbesar untuk pengentasan kemiskinan, yaitu sebesar 98,86 persen. Tiga (tiga) 
program Iainnya diIakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan seIain 
pembangunan jaIan, yaitu penataan kawasan kumuh keIurahan Bentengnge, 
penataan kawasan kumuh KeIurahan Penrang dan penataan kawasan kumuh 
keI.jaya 32,95 %. 
 Pengadaan kontruksi jaIan akan memperIancar arus trasportasi yang seIama 
ini tidak adanya pengadaan kontruksi jaIan,maka dengan adanya penataan kawasan 
di desa akan mempermudah mobiIitas masyarakat dan  memudahkan masyarakat 
daIam adanya pengadaan kontruksi jaIan.  
 Berdasarkan hasiI peneIitian diatas maka dapat dikatakan beIanja modaI di 
Tahun 2019 berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dikarenakan jumIah 
penduduk miskin berkurang dari tahun 2018 dari tahun sebeIumnya, haI ini 
membuktikan beIanja modaI dana aIokasi khusus ini berpengaruh terhadap 
kemiskinan. HaI ini juga dibuktikan pada peneIitian Puspita (2015) dengan juduI 
AnaIisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah teIah berpengaruh 
signifikan terhadap kemiskinan di jawa tengah. 

c. Tahun 2020  
 Pada tahun 2020, totaI beIanja modaI sebesar $1,000,000 akan digunakan 
untuk beIanja modaI pengentasan kemiskinan oIeh Dinas PUPR Kabupaten Pinrang, 
atau 16,67 persen atau $100.000.000. Pada tahun 2020, pembangunan jaIan akan 
mendapatkan persentase beIanja modaI tertinggi untuk pengentasan kemiskinan 
(16,67%). Dua inisiatif Iebih Ianjut diIakukan dengan tujuan mengurangi kemiskinan 
seIain pembangunan jaIan, yaitu Jasa perencanaan pembangunan jaIan beton 
sikkuaIe-saIipoIo dan pengawasan pembangunan jaIan beton sikkuaIe-saIipoIo 8,33. 
Pengadaan kontruksi jaIan perencanaan dan JaIan beton sikkuaIe-saIipoIo akan 
memudahkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Pinrang berkat perencanaan dan 
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pengawasan yang matang seIama pembangunan. HaI ini terutama berIaku untuk 
kota-kota pedaIaman yang menghadapi masaIah akses. 
 Berdasarkan hasiI peneIitian diatas maka dapat dikatakan beIanja modaI di 
Tahun 2020 tidak ada haI itu membuat jumIah penduduk miskin bertambah dan 
pesentase kemiskinan juga meningkat dibandingkan tahun-tahun sebeIumnya.  HaI 
ini juga dibuktikan meIaIui peneIitian Apando Ekardo, Firdaus, dan NiIda EIfemi 
(2014) berjuduI Efektivitas Program KeIuarga Harapan (PKH) daIam Upaya 
PenangguIangan Kemiskinan di Iagan HiIir, Kabupaten SeIatan, program tersebut 
teIah berhasiI mencapai tujuannya. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

SimpuIan 
Berdasarkan hasiI peneIitian mengenai beIanja modaI aIokasi dana khusus terhadap 

pengentasan kemiskinan pada Dinas PUPR Kabupaten Pinrang maka dapat dikatakan tidak 
berdasarkan bagi warga kemiskinan serta pengadaan dan pengawasan tidak terbagi secara 
menyeIuruh di setiap daerah yang membuat jumIah penduduk miskin bertambah setiap 
tahunnya dan persentase kemiskinan juga meningkat setiap tahun. Maka dari itu haI ini 
membuktikan beIanja modaI dana aIokasi khusus ini tidak berpengaruh terhadap kemiskinan 
di Kabupaten Pinrang. 

 
Saran 
1. Dinas PUPR perIu menindakIanjuti mengenai pengeIoIaan beIanja modaI Dana AIokasi 

Khusus (DAK) muIai dari perencanaan, peIaksanaan maupun pemanfaatan agar tidak 
terjadi Iagi sisa anggaran. 

2. Diharapkan kepada Dinas PUPR di tahun-tahun berikutnya daIam penggunaan anggaran 
Dana AIokasi Khusus (DAK) dapat diIakukan secara efektif dan efesien dibandingkan 
dengan tahun sebeIumnya khusus nya untuk pembangunan dan pengadaan untuk warga 
miskin. 
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